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ABSTRAK 
 
 
Judul             :      Fungsi Peta Dalam Ijin Usaha Perkebunan Untuk Memperoleh 

Hak Guna Usaha 
Nama  : Sri Rahayu Susilaningsih 
NRP  : 1120922044 
Kata Kunci  : Perkebunan,  Peta, Permit 
 
 
Dalam perkembangannya, usaha perkebunan merupakan primadona investasi yang 
tentunya harus didukung oleh mekanisme perijinan yang baik serta kepastian hukum 
yang jelas bagi para pelaku usaha. Dasar untuk melakukan kegiatan perkebunan 
adalah luasan lahan sesuai dengan peta, yang diberikan oleh Bupati. Penelitian ini 
bertujuan untuk Mengetahui fungsi peta ijin lokasi yang disetujui bupati bisa 
dijadikan dasar hukum untuk melakukan pembebasan lahan. Mengetahui peta ijin 
lokasi bisa dijadikan dasar hukum untuk membuka lahan perkebunan dari negara. 
Mengetahui ketentuan untuk memperoleh ijin lahan dan membuka lahan perkebunan 
serta pembebasan lahan.  Dengan metode penelitian deskriftif dan normatif yuridis 
diketahui bahwa Peta ijin lokasi yang disetujui bupati belum bisa dijadikan dasar 
hukum untuk melakukan pembebasan lahan, peta tersebut hanya merupakan 
perolehan lahan. Peta merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan 
untuk memperoleh lahan usaha perkebunan sehingga merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan untuk mengajukan izin perkebunan.  Peta ijin lokasi bukan dasar 
hukum untuk membuka lahan perkebunan dan pembebasan lahan. Dasar hukum 
adalah ijin lokasi yang diberikan bupati. Diberikannya izin perkebunan oleh bupati 
maka akan berdampak pada wilayah yang termuat didalam peta tersebut, wilayah 
tersebut akan berubah peruntukan dan fungsinya dan juga masyarakat yang tinggal 
didalam area tersebut. Setelah mendapatkan ijin lokasi, dapat dilakukan 
pembebasan areal dari masyarakat dan untuk menghindari lahan dikuasai oleh 
masyarakat lagi, maka pembukaan lahan harus sesuai dengan peta ijin lokasi. 
Ketentuan untuk memperoleh ijin lahan dan membuka lahan perkebunan serta 
pembebasan lahan negara adalah Adanya perjanjian utang piutang yang dibuat 
dengan akta notariil atau akta dibawah tangan sebagai perjanjian pokoknya, adanya 
penyerahan HGU sebagai jaminan utang yang dibuktikan dengan akta pemberian 
hak tanggungan yang dibuat leh PPAT sebagai perjanjian ikutan dan adanya 
pendaftaran akta pemberian hak tanggungan kepada kantor pertahanan 
kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat 
hak tanggungan.  
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ABSTRACT 
 
 
Title : In the Map function Plantation Business License To Acquire 

leasehold 
Name : Sri Rahayu Susilaningsih 
NRP : 1120922044 
Key Word : Plantation, map, leasehold  
 
 
During its development, is the belle of the plantation business investment must be 
supported by a licensing mechanism that good and clear legal certainty for business 
people. The basis for plantation activities are in accordance with the land area of the 
map, which is given by the Regent. This study aims to Know map function regents 
approved location permit can be used as a legal basis for land acquisition. Knowing 
the location map can be used as a license to open up the legal basis of the state 
plantations. Knowing provisions for obtaining permits and clearing land estates and 
land acquisition. With descriptive and normative research methods juridical known 
that Map regents approved location permit can not be used as the legal basis for 
land acquisition, the map is only a land acquisition. Map is one of the requirements 
to apply for a business of plantation land that is an integral part to apply for 
plantation. Map location permit is not a legal basis for land clearing and plantation 
land acquisition. The legal basis is the permission given location regent. The 
granting of permission by the regents plantation it will have an impact on the area 
contained within the map, the region will change the designation and functions and 
also the people who live in the area. After obtaining the location permit, can be 
released from public areas and to avoid land owned by the public again, then land 
clearing permit shall be in accordance with the map location. Provisions for obtaining 
permits and clearing land estates and land acquisition is the existence of an 
agreement state debts made by notary deed or deed under hand as the principal 
agreement, the transfer of the concession as a guarantee of the debt evidenced by 
the deed granting security rights created as covenant leh PPAT follow-up and the 
absence of registration of mortgage deed granting the defense office district / city to 
the ground and be entered into a mortgage certificate issued 
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